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ABSTRAK 

APLIKASI FIDUCIA DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN 

SYARIAH 

( TRISADINI P.V,NURW AHYUNI,ABD~SHOMAD, FAK.HUKUM, 26 HAL) 

Permasalahan dalam penelitian ini ialab mengapa lembaga tidueia diterapkao 
dalam bank syariah? Bagaimana model perjanjian jaminan lembaga fiducia 
dalam pembiayaan pada bank syariah ? 
Penelitian ini adalah penelitian bukum normatif dengan conceptual (lan statute 
approach. Mula-mula dilakukan inventarisasi hukum positif, anaJisa peraturan 
perundangan dengan anlyzing the context dan studi kasus. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bank berdasarkan prinsip syariah adalah 
bagian Hukum Islam dalam bidang muamalah, yang merupakan hasil ijtihad 
ahli bukum islam dalam bidang muamalah, yang merupakan hasil ijtihad ahJi 
hukum islam modern. Bidang muamalah dengan berbagai aspek didalamnya, 
meliputi aturan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam 
mengatur aspek muamalah sebagaian secara rinei dan sebagaian besar lainnya 
secara umum. Aturan secara umumlah yang menjadi lahan luas dan subur 
untuk direnungkan dan diolab menjadi lahan garapan ahU J:tukum untuk 
berkiprah dengan berdasarkan pada naskah syariat untuk memenuhi 
kebutuhan hukum saat ini. Realita bisnis saat ini membutuhkan solusi terhadap 
permasalahan hukum yang muncul saat ini. ApabiJa solusinya hailya 
berpedoman pada bentuk formalitas yang telah dirumuskan para ahli hukum 
Islam terdahulu semata, dikhawatirkan bentuk formalitas itu menjadi kendala 
dalam mencapai tujuan syariat (maqas;d asy-sYar';yah). Perlu adanya upaya 
memformulasi aturan ~rbankan syariah disesuaikan dengan realita jaman. 
Aplikasi kontrak pada bank syariah dengan "mere!ormulas; atau memodijiktis;" 
aturan - aturan mendetailnya guna kepentingan bisnis modern. Halini 
memang sangat dimungkinkan sepanjang tidak menyangkut aspek - aspek 
tertentu yang dilarang syariat Aspek - aspek tertentu dimaksud diantaranya 
adalah adanya r;ha, ghaFllF dan maisyir. Aplikasi fidueia .lang berasal dari barat 
adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam sepanjang tidak terkandung 
didlamanya ketiga unsur itu. Aplikasi fiducia dalam· pembiayaan bank syariah 
mengijkuti pola padaumumnya yakni berupa perjanjian standar yang sudah 
dirumuskan oleh pihak bank dan setiap perjanjian di bank syariah harus 
disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah 
Saran yang dapat diajukan dengan menitik beratkan pada doktrin bahwa Islam 
adalah rahmatan liI-alamin, maka bank syariah bisa dengan fleksibel 
mengadopsi kontrak modern asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan 
Hukum Islam. 

( DIK Suplemen Unair, 2002) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LA TAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Perbankan syariab atau perbankan b@rdasarkan prinsip syariab 

berkembang dengan pesa¢ dengan kebijakan baru dalam bidang perbankan di 

Indonesia. Salah satu ciri khas dari perbankan syariah ialah penolakan 

terhadap "riba", yang oleh para pakar perbankan Islam diidentikan dengan 

bunga sebagai alternatif penggantioya dibentuk perbankao tanpa buoga. 

Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga i!ltermediasi mulai diakui 

dalam Undang - Uodang Nomor 7 Tahuo 1992 tentang Perbaokan (LN 1992 

No. 31). Aturan pelaksana Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 dikeluarkan 

Peraturan Pemeriotah Nomor 72 tabun 1992 tentang Bank Berdasarkan 

Priosip Bagi HasH. Deogan adanya perubabao atas Undang - Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perban,kan deogan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 
.., 

1998 tentang Perubah~n atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan (LN 1998 No. 182) telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan 

lebih luas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan Bank 

Berdasarkao Prinsip Syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil dimulai dengan didirikan Baok Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan 

kemudian disusul dengan berdirinya BPR - BPR berdasarkan prinsip yang . . 

sarna. 
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Sebelum muneul kebijakan Iikuidasi banyak bank - bank mengajukan 

izin menjadi bank syariah, namun banyak yang terlebih dahulu dilikuidasL 

Saat ini telah banyak bank umum (konvens;onal) yang membuka salah satu 

eabangnya bank syariah, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan 

sebagainya. 

Sebagai bagian dari sis tern perbankan nasional, perbankan syariah 

tunduk pad a aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan 

nasionaL Dalam praktekoya terkadang perbankan syariah memakai aturan -

aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan, walaupun aturan itu 

berasal dari hukum barat, diantaranya penerapan lembaga fidusia dalam 

pembiayaan yang dikueurkan bank syariah. Di satu sisi Fiducia sebagai 

lembaga hukum yang m~ncul dalam praktek di dunia Barat, disisi lain dalam 

praktek bank syariab di Indonesia lembaga itu dipakai sebagai perjanjian 

ikutan dalam pembiayaan pada bank syariah. 

B. RUMUSAN MASALAH 

yakoi: 

Dari latar belakang masalah diatas muneul suatu problematika yuridis, 

1. Mcngapa Icmbaga fidusia diterapkan dalam bank syariah ? 

2. Bagaimana model penjanjian jaminan lembaga fidusia dalam' 

pembiayaan pada bank syariab ? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Ruang lingkup usaha perbankan syariah dapat bersifat universal 

banking, yang melakukan kegiatan commercial banking dan invesment banking. 

Jasa - jasa dalam perbankan syariab meliptiti : 

a. Eqllity financial melalui akad bagi hasil dalam bentuk mlldharabah meupun 

mllsyarakah; 

b. Debt financial melalui 'akad jual beli dalam semua bentuk contract of 

exchange. Syarat - syarat akad jual beli (al ba'i) dalam debt financing 

menyangkut berbagai tipe dari deferred contract of exchange. Akad jual bell 

meliputi Al Mllrabahah, Bai' assalam, Bai' al Ishtisna', Alljarah, Alljarah wa 

iqtina. 

c. Jasa lain dalam bidang lalu lintas pembayaran yang oieliputi Qord, Rahn, 

Kafalah. SJlaif, Hiwa/ah, Waka/ah dan Jlla/ab. (ZainaJ Aritin, 2000:146) 

Profit-loss sharing prillciple (prinsip bagi hasil) dalam hukum syariat .. 
terdapat dalam berbagai model kontrak (uqud) yang berasal dari abad 

pertengahan. Model - model kontrak ito kemudian sebagian diantaranya 

dijadikan dasar bagi produk perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah dan bank yang membuka Islamic windows atau Syaria/, Division. 

Kontrak berdasarkan prinsip bagi hasil diantaranya terdapat dalam 

Mudharabah (trustee financing contrac) dan Musyarakah (joint venture profit 
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sharing). Seeara teoritis Prinsip Bagi Hasil atau profit - loss sharing principle 

diartikan sebagai berikut : 

Financial mechanism thinking finance capital to industry and commerce 
without the use of interest, Essentially it is a form of equity capital where 
lenders have a share in the profits of the borrowers, if there are any, and 
are also liable to share in the losses which are incurred during normal 
business practise. The share in the profits rather tl,an a specijic rate of 
return lire prespercijied in the contrac. 

Prinsip bagi hasil oleh bank dalam penggunaannya meliputi : 

1. Penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan 

dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya; 

2. Penetapan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan 

dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi 

maupun modal kerja. Juga termasuk kegiatan usaha jual beli, hanya saja 

pe!aksana:m transaksi jual beU demikian harus dalam waktu bersamaan 

§chingga banktidak memiliki persediaan barang yang dibiayai. 

3. Penetapan imbalan sehubungan dengan kew.atan usaha lainnya y~ng lazim 

dilakukan oleh bank (Djumhana, 1996: 207-208) 

Perkataan fiduciair yang berarti seeara kepercayaan ditujukan kepada 

kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak lain, bahwa 

apa yang dikeluarkan ditampakkan sebagai pemindaban milik; sebenarnya 

(kedalam intern) hanya suatu jaminan untuk suatu utang. (Subekii, 1992:76). 

Perbuatan hukumnya adalab pemindaban hak atas benda yang 

bersangkutan kepada debitur, tetapi dengan persetujuan dan pengertian 

'I, 
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bersama atas dasar saling percaya, bahwa hal itu semata - mata dimaksudkan 

hanya sebagai jaminan kredit (Harsono, 1994:51). Penyerahan hak kepada 

kreditur bukan dimaksudkan untuk benar - benar membikin kreditur menjadi 

pemegang haknya, melainkan semata-mata hanya sebagai jaminan bagi 

pelunasan suatu kredit, maka dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum 

penyerahan hak kepada kreditur sebagai jaminan kredit (Harsono, 1994:158) 

Fiducia muia-mula dianggap sehagai gadai gelap, namun guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak akan adanya suatu bentuk 

jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh si berh~tang ·maka 

' .. 
Jembaga ini diberi legalitas (Subekti, 1986:76). Mula-mula ditujukan kepada 

pemberi jaminan yang berupa barang bergerak, walau lama-kelamaan juga 

dipakai untuk benda tetap. Guna mengembalikan kepada proposinya yang 

semuia, yakni pengguna lembaga fiducia untuk benda - benda bergerak guna 

menghindari ketentuan pasal 1152 BW yang mengharuskdn barangnya ditarik 

dari kekuasaan pemiliknya Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 

372K1SipI19iO dalam perkara Bank Negara Indonesia Unit I Semarang selaku 

penggugat kasasi meiawan Lo Diang Siang sebagai tergugat kasasi, 

memutuskan bahwa penyeraban bak milik sebagai jaminan "fiducia". oleh 

pihak ketiga hanya berlaku untuk benda ~ benda bergerak saja. (Suhekti, 

1986:76-78). Fiducia sebagai lembaga jaminan atas tanah, dikukuhkan 

keberadaannya daiam Hukum Tanah Nasional kita, tetapi untuk mencegah 

penyalabgunaannya, dibatasi pada tanah hak pakai yang diberikan oleh negara 

saja. (Harsono, i994:27T) 
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Menurut Sutan Remy Sjalideini, jaminan fidueia adalab bak jaminan 

yang dibebankan atas benda yang dengan pembebanan bakjaminan ito terjadi 

Jlengaliban bak kepemilikan atas benda ito atas dasal' kepercayaan dengan 

ketentuan babwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda dan dimaksudkan sebagai agunan bagi 

pe!unasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidueia daripada para kreditor lain (Sutan Remi Sjahdeini, 

2000:41). 

Dalam Undang - Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Jaminan Fidueia " 

yang diundangkan pada tahun 1999 ditentokan secara rinei ciri-ciri jaminan 

fiducia. Dengan adanya ketentuan tentang pendaftaran, jaminan fiducia 

memperoleh sifat sebagai "hak kebendaan" dan tidak lagi seb.agai jaminan. 

Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fiducia mengandung asas antara lain 

bak jaminan ito mengikuti bendanya, mempunyai kedudukan utama dalam 

kaitannya dengan kreditur lain, benda jaminan tidak termasuk barta pailit jika 

debitur dinyatakan pailit. (Sutan Remy Sjadeini, 2000:38) • 
.... 

Undang - undang ini menentukan babwa apabila debitor cidera janji, 

maka yang dieksekusi adalah sertifikat jaminan fiducia, yang mempunyai 

kekuatan hukum eksekutorial sarna dengan keputosan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap~ HaJ ini bukan berarti fiducianya yang 

dieksekusi, tetapi pembebanannya yang merupakan kesatoan dengan , 

perjanjian pokoknya yakni pinjam uang dengan jaminan barang bergerak yang 

ada dalam penguasaan pemilik. (Bac'htiar Siharani, 2000:35) 
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Agus Yudh2 Hernoko mering~-2S subst2nsi Undang - undang Jaminan 

I 

Fiducia sebagai berikut : 

UU 42/1999 tentang JAMINAN FIDUCIA 

BEBERAPA KETENTUAN POKOK 
TENT ANG JAMINANFIOUCIA 

DASARHUKUM 

1. Merupakan hak jaminan Ps. 1 angka 2 
2. Obyek benda bergerak atau tidak bergerak Ps. 1 angka 2 dan 4 jo ps. 3 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

(dengan mengingat UUHT) 
Pola penyerahan :con ... titutum pm .... es ... orium 
Merupakan jaminan kU8sa 
Merupak:m perjanjian acces ... oir 
Eksistensinya mengikuti perjanjian pokok 
Mempunya droit de prefe.rem~e 
Format pembebanan dalam bentuk Akta Jaminan 
Fiducia dengan ketentuan : 

- Dibuat dengan akta notaris 
- Menggunakan bahasa Indonesia 

9. Fiducia tidak dapat diu lang 
10. Kewajiban pendaftaran (publisitas) 
11. Adanya titel sksekutorial 
12. Parate eksekusi 
13. 
14. 
15. 
16. 

Azas openhare 
Mempunyai Jroit Je ... uile 
Perlindungan pihak III (1977 ay.I BW) 
Kcdudukan krcditor scparatis dalam 
kepailitan/liku idasi 

hal terjadi 

Ps. 1 angka 2 
Ps.I angka 2 
Ps. 1 angka 2 jo ps. 4 
Ps. 1 angka 2 jo ps. 4 
Ps.l angka 2 jo ps. 27 aYe 1 
Ps.5 

Ps.17 
Ps.ll 
Ps. 15 ay. 1 dan 2 
Ps.15 aye 3 
Ps.18 
Ps.20 
Ps.22 
Ps. 27 aYe 3 

Sumber: Agus Yudha Hemoko 
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BAB III 

TlJJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. TUJUAN PENELITJAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan problematika yuridis 

. berkenaan dengan latar belakang mengapa lembaga fiducia diterapkan 

dalam bank syariah dan model perjanjian jaminan fiducia dalam , 

perbankan syariah. 

B. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

baik dan segi penge,nbangan teori tentang bank syariah maupun bagi 

pengembangan praktek perbankan khususnya perbankan syariab kearab 

yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendiriamiya, yakni sesuai dengan 

syariah Islam. 
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BABIV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini ialah legal research dalam tatanan dogmatig hukum guna 

memecahkan masalah hukum konkrit (legal problem solving). Legal research ini 

dilakukan dengan menelusuri sumber - sumber hukum (tile sources of law) 

melalui library research. (Me. Leod, 1996:106-122) 

Penelitian ini me\llpakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendelmtan conceptual approach, statute approach. Penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni : 

1. tahap pertama melakukan inventarisasi hukum positif berkaitan dengan 

aspek fiducia, ketentuan pokok mengenai perkreditan dan ketentuan 

tentang perbankan syariah. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi 

terhadap semua ketentuan yang berkaitan ·dengan pembiayaan fiducia 

secara umum dan pembiayaan dalam per~nkan syal"iah sebagai bagian 

dari sistem perbankan nasional, 

2. tahap kedua adalah dengan menganalisa peraturan perundang-undangan 

dengan analyzing the context. (Me. Leod, 1996:279-290) Guna memperoleh . 

jawaban terhadap problema yuridis yang menjadi latar belakang mengapa 

penelitian diadakan. 
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3. Akhirnya dilakukan studi kasus melalui studi dokumen perja~jian kredit 

dengan fiducia pada bank syariab dilakukan untuk mengetahui penerapan 

fiducia dalam praktek pembiayaan pada bank syariah. 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

A. LANDASAN PENERAPANFIDUCIA PADA BANK SY ARIAH 

Untuk mengkaji landasan yuridis perusabaan fiducia daiam pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariab, dapat dikaji dari dua sudut pandang, yakni 

Hukum Perbankan Nasional dan Hukum Ishim. 

Sumber utama peraturan perkreditan perbankan ialab UU Perbankan, 

UU Nomor 7 tabun 1992' sebagaimana telab dirubab dengan UU Nomor 10 

tabun 1998. Dari Undang - Undang Perbankan inilab kemudian segala 

peraturan perkreditan perbankan yang lain bermuara. (Sutan Remy Syahdeni, ) 

Pasal 2 UV Perbankan menentukan bahwa perbankan Indonesia dalam 

melakukan usabanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kebati-batian. Prinsip kebati-hatian ya~ dimaksud diatur juga dalam 

pasal 25 dan pasal 29 VV Nomor 23 tabun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam 

pasal 25 menentukan babwa : 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia 

berwenang menetapkan ketentuan - ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kebati - batian. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 
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Lebih lanjut pasal29 ayat (~) menentukan bahwa dalam rangka memberikan 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan 

usaha lainnya, bank wajib menempuh, cara-cara yang tidak merugikan bank 

dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 

Dalam memberikan kredit bank barus berpedoman pada ketentuan 

pasal 8 UU Perbankan yang menentukan babwa : 

(J) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariahl. 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabab debitor 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan ' dimaksud 

sesuai dengan 'yang diperjanjikan. 

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berda~'arkan prinsip syariaJI, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleb Bank Indonesia. 

Dalam penjelasan antara lain disebutkan bahwa : 

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh 

bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syari(lh yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan atas 

kemampuan dan kesanggupan nasa bah debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

yang barus diperhatikan bank. 
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Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. 

Sumber pelunasan kredit dalam perbankan perbankan ialah usaha· 

nasa bah debitur yang menghasilkan pendapatan (revenue) yang disebut first 

way out dan second Wtly out berupa agunan. Second way out berupa 

pembebanan hak jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi kredit 

'. 
bermasalah, bank sebagai kreditor berhak menjual barang agunan yang 

dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang 

tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang. 

Undang-Undang mengenal 4 (empat) jenis hak jaminan, yaitu : hak 

tanggungan, hipotik, gadai dan hak fiducia. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pada bank syariahpun peraturan 

perundang-undangan menentukan bahwa fiducia bisa diterapkan, disamping 

hak jaminan yang lain, sepanjang belum ada ketentuan khusus yang berlaku 

pada bank dengan prinsip syariah. 

Landasan penerapan fiducia menurut Hukum islam dapat ditelaah 

dengan terlebih dahulu menelusuri pola pikir dalam Sistem Hukum Islam. 

Karakteristik yang khas Hukum Islam yang membedakannya dengan sistem 

hukum lainnya diantaranya dalam hal sumber hukum, terminologi dan 

_ substansinya. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber 

hukum, sumber hukum yang bersifat "naqly" dan sumber hukum yang bersifat 

"llq/y". Sumber hukum naqly ialah AI-Qur'an dan As-sunnah, sedangkan 
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sumber hukum yang bersiaft aqly ialah usaha menemukan hukum dengan 

mengutamakan oleh pikir dalam bentuk "ijtihad" dengan beragam metodenya. 

Sumber hukum yang me';1gutamakan oleh pikir ini terkait erat dengan istilah 

''fiqll'' dan perkembangan penerpan Hukum Islam di berbagai kawasan dunia, 

tak terkecuali Indonesia. Sumber hukum ini pulalah yang juga berperan 

banyak dalam perbedaan pendapat diantara kalangan ahU Hukum Islam 

menyangkut beragam aspek kehidupan dan meniml1ulkan madzhab-madzhab 

Hukum Islam. Perbedaan madzhab dalam Hukum Islam, tidaklah menyimpang 

keluar dari Syariat Islam selama tetap merujuk Alqur'an dan As-sunnah dalam 

Ushul Fiqhnya 
. 

Dengan latar bclakang keanekaragaman itulah Hukum Islam 

berkembang ke seluruh hagian dunia termasuk Indonesia. Hukum Islam 

datang di bumi Nusantara bersamaan dengan datangnya pemeluk Islam 

pertama, didasarkan suatu asumsi bahwa pemeluk Islam diwajibkan 

melaksanakan hukum agama, sebagai konsekuensi logis atas kenyakinan yang - . 
dipeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan Huku~ Islam telah ditulis para 

sejarawan dan pemerhatinya dengan beragam versi. Secara normatif dan 

secara sosiologis Hukum Islam telah diaplikasikan dalam beragam aspek di 

Indonesia modern saat ini. Perbedaan penerapan dan pelembagaan Hukum 

tidak terlepas dari kondisi pelembagaan di berbagai negara. Hukum Islam 

merupakan hukum yang hidup ;nheren dalam kehidupan umat islam, maka 

Hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan 

sebagai norma hukum yang dipaksakan. (Sudinnan Tebba, 1993) 
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Hukum Perbankan syariah termasuk dalam rnmpun muamalah. 

Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena 

pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutl~k dan berlaku 

untuk segala dllUruf (waktu, tempat dan keadaan). Dalam hukum islam 

terdapat maqasid asy-syar-iyah yang berisi maksud atau tujuan dari 

disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat islam ada yang 

bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau 

kontektual. Secara teoritis dalam ilmu hukum islam (ilmu figh) dikenal adanya 

nash qoth'i dan na.v/, dhonni. Nash qoth'i tertutup untuk diadakan penafsiran 

sedangkan nash dllOnni terbuka peluang penafsirannya. 

Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah '. 

perbankan kebanyakan bersifat dhOllni, sehingga terbuka kemungkinan untuk 

diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak 

yang sebagaian berdasarkan "sunnah" Nabi dan praktek Sahabat Nabi pada 

awal Islam di Arabia bisa diaplikasikan prin~ip-prinsipnya dalam produk 

perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk diaplikasi sepanjang masih 

dalam koridor diperkenankan. Harus diakui praktek Nabi itu merupakan . 

kontrak yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang 

masih belum komplek. Jika berpedoman secara kaku terbadap prakte2{ saat ini, 

maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Padahal 

Nabi Muhammad SAW pernab bersabda : Antum a'/amu hi umuri dun - yakum 

(kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu). Suatu ketentuan syariat (hukum 

islam) harus dilihat dalam dhruf atau kondisi saat itu dan jangan sampai 
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bentuk formalitas yang dirumuskan karena melibat kondisi saat itu menjadi 

kendala guna mencapai tujuan. 

Praktek kontrak yang banyak diaplikasi dalam bank Islam berasal dari 

model-model kontrak pada abad pertengaban yang dikembangkan oleb para 

ahli hukum saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang 

begitu komplek dan canggih, maka prinsip-prinsip itu barus direformulasikan 

sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu 

yang telah digariskan. Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang barns 

dipenuhi ialah adanya unsur dba, maisir (yudi), gharar (ketidakpastian). 

Akhirnya, suatu bal yang barus dipatubi babwa dalam bidang muamalab 

"semua itu boieh, asai tit/ak di/arang" 

B. POLA PERJANJIAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK SYARIAH 

Perjanjian kredit pada bank konvensional dengan sistem bunga dan 

pada bank berdasarkan prinsip syariab, biasanya dalam bentuk perjanjian 

standar (baku) yang telab dipersiapkan oleb bank. Pada perjanjianpembiayaan 
I 

bank syariab yang menggunakan hak jaminan fiducia· memuat beberapa 

k1ausula sebagai berikut : 

a. Peraliah hak milik diselenggarakan secara fiduciar untuk keperJuan 

menjamin semua kewajiban pembayaran penjamin kepada BANK menurut 

perjanjian pembayaran, 

b. BARANG JAMINAN dipegang oleb PENJAMIN tidak sebagai pemilik akao 

tetapi semata - mata sebagai peminjam. pakai yang dipercaya oleh BANK, 



dan selanjutnya selurub dokumen tanda bukti kepemilikan dan BARANG 

JAMINAN tersebut atau keperluan tersebut akan ditempatkan dibawab . 

kepemilikan BANK atau wakil dari BANK, 

c. PENJAMIN wajib ~emelihara BARANG JAMINAN dengan sebaik -
I 

baiknya dan membetulkan segala kerusakan atas biayanya sebagaimana 

memelihara barang miliknya, 

d. Peralatan pendukung dari BARANG JAMINAN tersebut yang tidak dapat 

dipakai lagi selama Perjanjian Pembiayaan ma! ih berjalan harus diganti 

oleh PENJAMIN dengan peralatan-peralatan baru yang nilainya sama 

dengan peralatan-peralatan pengganti tersebut termasuk dalam penyeraban 

hak milik, 

c. PENJAMIN dengan pcrsetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK boleh 

menjual, mengalihkan a~au melepaskan barang jaminan dengan eara lain 

untuk dan atas nama BANK atau mengadakan kompromi atau penyelesaian 

schubungan dengan hal ito, 

f. ApabiJa salah satu BARANG JAMINAN yang termasuk didalam jaminan 

yang diberikan menurut perjanjian ini akan dijual atau diJepaskan dengan 

cara lain oleh PENJAMIN, PENJAMIN akan : 

• Mengalihkan semua basil penjualan kepada BANK untuk kewajiban 

pembayaran semua hutang kepada BANK beserta biaya - biaya 

lainnya, 

• Atau mcnggantinya dengan BARANG JAMINAN yang sama nilainya 

dcngan disertai dokumen tanda bukti kepemilikan. 
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g. Selama masa berJakunya Perjanjian Pembiayaan HAK PENJAMIN 

bertanggung jawab terhadap keadaan, kehilangan, kehancuran, 

memburukoya atau menrusutnya nilai pada BARANG JAMINAN yang 

dipercayakan pada PENJAMIN oleh BANK, 

h. Setiap kerusakan, kerugian atau kecelakaan yang terjadi pada PENJAMIN, 

pegawai wakilnya atau pihak ketiga yang disebabkan oleh pemakaian 

BARANG JAM INAN terse but semata-mata merupakan tanggung jawab 

PENJAMIN dan olch karcna itu PENJAMIN akan sepenuhnya mengganti 
. 

kerusakan, kerugian atau kecelakaan tersebut dan membebaskan BANK 

dari suatu tuntutan, tindakan, gugatan ataupun biaya (termasuk biaya 

pengacara), 

i. PENJAM IN atas biaya sendiri mengasuransikan BARANG JAMINAN 

secara penuh untuk dan atas nama BANK (Banker's clause) sebagai pihak 

yang memperoleh hak terhadap bahaya dan resiko lainnya yang dapat 

mengenai BARANG JAMINAN dengan syarat.dan ketentuan yang disetujui 

oleh BANK dan polis asuransi oleh BANK ataupun wakilnya. BANK sendiri 
fit-

berhak pula untuk mengasuransikan BARANG JAMINAN tersebut atas 

namanya sedangkan premi dan biaya lainnya akan dipikul dan dibayar oleh 

PENJAMIN, 

j. PENJAMIN menanggung dan membayar pajak dan semua biaya yang akao 

dikenakan, dibebankan dan ditagih atas BARANG JAMINAN, 

k. Seorang wakil dari BANK dapat setiap waktu selama jam kantor, atau 

diluar jam kantor apabila dianggap perlu oleh BANK untuk melindungi 
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kepentingannya, diberi ijin oleb PENJAMIN untuk mernasuki tanah dan 

atau bangunan dirnana BARANG JAMINAN berada untuk melakukan 

perneriksaan fisik dan PENJAMIN akan rnemberikan segala keterangan 

dan data-data yang sebenarnya tentang kondisi dari BARANG JAMINAN 

terse but. PENJAMIN imenyetujui untuk menyerahkan satu kali setiap bulan 

daftar BARANG JAMINAN, yang rnencatat bagian yang telab dijual atau 

diganti dan rnenguraikan pernbagian dari h~1Sil penjualan atau 

penga turannya. 

I. Apabila pernbiayaan telah dibayar kernbali ~epenuhnya, berdasarkan 

keterangan tertulis ten tang hal itu dari BANK, hak k~pemililkan atas 

BARANG JAMINAN akan kern bali kepada PENJAMIN sejauh masih ada, 

dan untuk itu tidak diperlukan suatu p~nyeraban atau tindakan lainnya, 

kecuali bahwa dokurnen tanda bukti pernilikan, jika ada akan ditanda 

tangani kembali sebagi i,lengesahan dan dikembalikan kepada PENJAMIN, 

m. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menu~t ketentuan Hukum Syariat 

Islam dan Hukum Indonesia yang masing - masing saling melengkapi satu 
.... 

dengan yang lain. 

n. Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada 

hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara 

darnai, akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan 

Arbitrase Muarnalat Indonesia (BAMUI). Putusan BAMUI merupakan 

keputusan terakhir dan rnengikat dan dapat diberlakukan disemua wilayah 

yang mernpunyai wewenang hukum atasnya 



20 

BABV) 

SJMPVLAN DAN: SARAN 

A. SIMPVLAN 

I. Masalah bank berdas;arkan prinsip syariah adalah bagian Hukum Ir-Iam 

dalam bidang muam~Iah, yang merupakan hasil ijtibad ahli hukum 

islam dalam bidang muamalah, yang· merupakan hasil ijtihad ahli 

hukum islam modern. Bidang muamalah dengan berbagai aspek 

didalamnya, meJiputi aturan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 

Syariat Islam mengatur aspek muamalah sebagaian secara rinei dan 

sebagaian besar lainnya seeara umum. Aturan seeara umumlah yang 

menjadi lahan luas dan subur untuk direnungkan dan diolah menjadi 

lahan garapan ahli hukum untuk berkiprah dengan berdasarkan pada 

naskah syariat untuk memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Realita 

bisnis saat ini membutuhkan solusi terhadap permasalahan hukum yang 

muneul saat ini. Apabila solusinya hany'a berpedoman pada bentuk 

formalitas yang telah dirumuskan para ahli hukum Islam terdahulu 

semata, dikhawatirkan bentuk formalitas itu menjadi kendala dalam 

meneapai tujuan syariat (maqasid asy-syar'iyah). Perlu adanya upaya 

memformulasi aturan perbankan syariah disesuaikan dengan realita 

jaman. Aplikasi kontrak pada bank syariah dengan "merefonnulasi atau 

memodifikasi" aturan - aturan mendetailnya guna kepentingan bisnis 

modern.· Hal ini memang sangat dimungkinkan sepanjang tidak 

menyangkut aspek - aspek tertentu yang dilarang syariat. Aspek - aspek 
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tertentu dimaksud diantaranya adalah adanya riba, gharar dan maisyir. 

Aplikasi fiducia yang berasal dari barat adalah tidak bertentangan 

dengan Hukum Islam sepanjang tidak terkandung didlamanya ketiga 

unsur itu 

2. Aplikasi fiducia dalam pembiayaan bank syariah mengijkuti pola pada 

umumnya yakni berupa perjanjian standar yang sudah dirumuskan oleh 

pibak bank dan setiap perjanjian di bank syariab barus disetujui oleh 

Dewan Pengawas Syariah 

B. SARAN 

Dengan menitik beratkan pada doktrin bahwa Islam adalah rahmatan 

liI-alamin, maka bank syariah bisa dengan fleksibel mengadopsi kontrak 

modern asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. 
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